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ABSTRAK

PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

(Andriyani, 07140246, HIm. 66, Fakultas Hukum, Unand, 2011)

Nikah atau perkawinan merupakan suatu hal yangasapgnting dan mulia, demi
terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, hasnpatan sejahtera, serta terpeliharanya
keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan shatipenuhi syarat-syarat sahnya
perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupunepgyuan, salah satu syarat perkawinan
yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai pereampuKedudukan wali sangat penting
sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadinikalh terhadap seorang wanita adalah
wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sedaligijab kabul dalam suatu perkawinan
dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adhl&pakah faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya perkawinan melalui wali hakim. 2.Bagamakah pelaksanaan perkawinan melalui
wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan PadaBgApakah kendala-kendala yang ada
dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakitdWiA Lubuk Kilangan Padang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitr@nadalah pendekatan yuridis sosiologis,
mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agatezamatan Lubuk Kilangan Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktonyebab pelaksanaan perkawinan melalui
wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padardalah putus wali, wali mafqud atau
wali ghoib, anak luar kawin, dan wali 'adhal ataiggan namun setelah dilakukan penelitian di
KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan adalah t@akputus wali, wali ghoib dan wali
adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakirKldA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota
Padang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pksaan persyaratan nikah, pengumuman
kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembaa&hk talak, penyerahan mas kawin dan
penyerahan akta nikah. Kendala-kendala yang adandpélaksanaan perkawinan melalui wali
hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaarkap@&nan dirumah masing-masing,
kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat alitegecara disiplin, keterbatasan tenaga
dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan adagun kendala lain yang timbul setelah
dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnyaandatdan meminta kembali hak
perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan ayaldalam hal ini diselesaikan di KUA
oleh pegawai pencatat nikah.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluklg@sian politicon)dimana
memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena lsd@ghir manusia telah dilengkapi
dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan oraing Naluri untuk hidup bersama
dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang uatak hidup teratur. Allah SWT
menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, meajadikanusia laki-laki dan
perempuan, menjadikan hewan jantan dan betinaubpgia tumbuh-tumbuhan dan lain
sebagainyaDalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingiranpetkan keturunan.
Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengasangannya melalui suatu

ikatan yaitu Perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Ta@uh tentang Perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria d=rasg wanita sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahdgia kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuad Rasgat 1 Undang-undang
tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalaapsdiila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itunihndapat di pakai sebagai dasar
hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indomesgbagai peraturan khusus di
samping peraturan umum yang di atur dalam Undardpblg perkawinan untuk warga

negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebamyaknganut ajaran dari mahzab



Syafi'i. Dalam hubungan perkawinan antara suareriigiu terjadi perjanjian yang suci
yaitu Miitsaagan ghaliizhaanperjanjian yang suci dan kokoh, membentuk kelugang
bahagia kekal dan abadi (Al Quran Surah An Nisal). Islam menganjurkan
perkawinan, dengan diadakannya perkawinan makha telpenuhinya perintah agama

dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakmatadah dah rahmah.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapgave Pencatat Nikah agar
mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pad@erecatat Nikah mempunyai
kewenangan yang jelas dalam peraturan perundargpgad di Indonesia sejak
dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948Jddang-Undang Nomor 32
tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dankRasgmpai sekarang yang berkaitan
dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yamguiian dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atapan perempuan itu sendiri.
Sebab, menurut hukum Islam perwalian merupakarh ssdéu syarat dan rukun yang

harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang betkan ijin berlangsungnya
akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Waliahilbhanya ditetapkan bagi pihak
pengantin perempuan. Adanya perbedaan pendapatadagara Ulama mengenai perlu
tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagimppt&n yang telah dewasa yaitu bagi
Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahmwai dalam pernikahan adalah
penting dan menjadi syahnya pernikahan, sedangkaafHmengemukakan bahwa wali
tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya petmk. Wali dalam kaitannya
perkawinan dibedakan menjadi Wali Nasab dan Wakitdawali nasab ialah laki-laki

yang beragama islam yang berhubungan darah deagammempelai wanita dari pihak



ayah. Sedangkan wali hakim, ialah pejabat yangudjuk oleh Mentri Agama atau
pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sabagli nikah bagi calon mempelai

perempuan.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketsthwa yang berhak menjadi
wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak wagiinasab. Dalam kenyataannya di
Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkaw dilaksanakan oleh pejabat KUA
yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yangdderhenikahkan. Hal ini perlu diteliti
lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan odgdbpt KUA Untuk menanggapi dan

mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan pemett KUA.

Dari Uraian tersebut, maka penulis tertarik untwdneditinya dalam hal faktor yang
menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA daglaksanaan perkawinan
melalui wali hakim di KUA, oleh karena itu penulisemilih judul dan mengangkat
persoalan wali tersebut dengan judul “PELAKSANAANERKAWINAN MELALUI
WALI HAKIM DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KI LANGAN

KOTA PADANG".

. Perumusan M asalah
Dalam penulisan proposal ini agar lebih terarah anaglknulis merasa perlu
membatasi ruang lingkup permasalahannya. Adapug ganjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinyekg@&inan melalui wali hakim

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangkota Padang ?



2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan melalui wkinhdi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ?
3. Apakah kendala-kendala yang ada dalam pelaksamgikavgnan melalui wali hakim

dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Pendlitian
Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk keparlpenulisan skripsi yang
merupakan keharusan bagi mahasiswa Fakultas Hukuomefditas Andalas dalam

mencapai gelar kesarjanaan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitianadalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkajadarya perkawinan melalui
wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatambluk Kilangan Kota
Padang.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui haim di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalaakgehaan perkawinan melalui
wali hakim dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan iniatagitinjau dari dua sisi,yakni:

1. Manfaat secara teoritis
adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan dalanerapkan ilmu
pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya himBelain itu juga dapat

menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawmasusnya yang berkaitan



dengan Pelaksanaan Perkawinan melalui wali hakinndalsarkan peraturan

perundang-undangan dan hukum islam.

2. Manfaat secara praktis
a.Bagi KUA
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi mahsasukan bagi KUA Lubuk
Kilangan dalam memberikan keputusan mengenai paatales perkawinan melalui

wali hakim.

b. Bagi calon suami isteri
Bagi calon suami isteri yang belum memahami tentaragi hakim dapat
mengetahui tata cara mengajukan permohonan peksgrerkawinan melalui

wali hakim apabila wali nasabnya tidak ada ataaktidiketahui keberadaannya.

c. Bagi praktisi hukum
Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan lsamgan pemikiran bagi

fakultas hukum dan digunakan untuk pedoman bagligepeneliti berikutnya.

E. Metode Penelitian
1. Metode pendekatan masalah
Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Kle®endekatan Yuridis
Sosiologis maksudnya metode dengan mengadakan katadeterhadap masalah
melihat kepada praktek hukum yang dilakukan maggharadengan mencoba

mengaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian



Penelitian yang akan penulis lakukan di Kantor drug\gama Kecamatan Lubuk
Kilangan Kota Padang bersifat deskriptif, yaitu gléian yang menggambarkan

mengenai suatu keadaan atau objek penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Library Research
Yaitu penelitian yang dilakukan di Kepustakaan. patpenelitian kepustakaan

ini adalah di :

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
¢) Buku hukum dari koleksi pribadi.

d) Situs-situs hukum dari internet.

b. Field Research
Peneletian lapangan yang dimaksudkan adalah panelangsung dilapangan

yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kiamélota Padang.

Jenis Data yang di kumpul adalah :

a. Data Sekunder
Data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelikiepustakaan yang berupa
buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan pdemng-undangan. Bahan hukum

yang digunakan untuk ini adalah :



1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isimgmgikat, mempunyai
kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskeah t@gislator, pemerintah
dan lainnya yang berwenang untuk itu. Peraturanurfdangan-Undangan
seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undandang No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomodrahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Rekundonesia No. 2
Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang &dvuku-buku, literatur-

literatur, yang menunjang bahan hukum primer.

b. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsungkegiatan penelitian yang
dilakukan. Data primer yang nantinya akan dikumanlladalah data-data yang
berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadipgkawinan melalui wali
hakim, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakimKentor Urusan Agama
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang serta kerkiddala yang dihadapi

dan upaya penyelesaiannya.
4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah sblunasyarakat kecamatan
Lubuk Kilangan Kota Padang yang melakukan perkamvmalalui wali nikah yaitu wali
hakim dan anggota KUA kecamatan Lubuk Kilangan. ggrdalam penelitian ini adalah
Kepala KUA dan penghulu di KUA Kecamatan Lubuk Kign serta tiga pasang suami

isteri yang melangsungkan perkawinan melalui wakimm yaitu pasangan Yulis Sutan



Bagindo dengan Kastinur, pasangan Roni Andry deftgsnawati dan pasangan Rizon

Hardiyanto dengan Risti Oktafiyanti.

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teparkosive samplingyaitu
pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan daulipesendiri dengan maksud dapat

mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis y&ag penulis lakukan yaitu:

a. Studi Dokumen
Mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-Bisdratur-literatur, jurnal-

jurnal yang berkaitan dengan masalah, serta parapgrundang-undangan yang ada.

b. Wawancara
Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi lenggbersama para responden
yang terkait dengan tema dari skripsi ini, yaitlageanaan perkawinan melalui wali

hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kimélota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data
a. Editing
Data yang telah tersusun, penulis koreksi lagikapalata tersebut baik, dan mampu
menunjang pembahasan masalah pada skripsi ing satamin kebenarannya, bila
penulis telah yakin dan mampu mempertanggungjawabttata tersebut, baru

kemudian penulis menyusun data itu dalam pembahasan

b. Analisis Data



Data yang telah penulis peroleh akan penulis asalsngan menggunakan metode
kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak meogakan rumus statistik
sebagaimana halnya penelitian kuantitatif, kareata didak berupa angka-angka,
melainkan dengan menggunakan uraian kalimat yargs I®erdasarkan pada

pendapat ahli, aturan-aturan yang berlaku, dangsémya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematkegai berikut :

BAB |. Pendahuluan yang berisikan latar belakangsalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pgael dan sistematika

penulisan.

BAB Il. Sebagai bab yang memuat tinjauan umum teptpengertian perkawinan,
tujuan perkawinan, prinsip-prinsip hukum perkawinaokun dan syarat
sahnya perkawinan, macam-macam wali nikah, peagedan sebab-sebab

perkawinan melalui wali hakim serta proses perkawimelaluiwali hakim.

BAB lll. Berisikan hasil penelitian dan pembahagsnelitian mengenai sebab-sebab
terjadinya perkawinan melalui wali hakim di KUA lenatan Lubuk Kilangan
Padang, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakikadtor Urusan Agama
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan kendaidda yang ada dalam

pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan upeygelesaiannya.



BAB IV. Merupakan bab penutup yang berisikan kesitap dan saran dari keseluruhan
pembahasan yang berhubungan dengan masalah pelaksgerkawinan

melalui wali hakim.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehagaiyang telah diuraikan di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui vaakim di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Jan0af 8ampai Maret 2011 adalah
sebagai berikut: a. putus wali, artinya calon petiggperempuan tidak mempunyai wali
nasab sama sekali. b. wali ghoib, artinya walidieus tidak diketahui dimana tempat
tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya. c. wétiiehatau enggan.

2. Proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakilkadtor Urusan Agama Kecamatan
Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan prosiawinan pada umumnya
dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yangpuoielkegiatan pemberitahuan
kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, uosmgan kehendak nikah,
pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talakepehan mas kawin, dan penyerahan
akta nikah.

3. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pemwawdengan wali hakim yaitu
masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinamdhumasing-masing, kemudian
jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati sedeiplin, keterbatasan tenaga dalam
melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, nad@maala lain yang timbul
setelah dilangsungkan perkawinan ternyata walibrasadatang dan meminta kembali
hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahlkaraknya dalam hal ini

diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.



B. Saran
Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ag@etapa hal yang menjadi harapan
penulis, antara lain :

1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nifalam pelaksanaan akad nikah
bagi mempelai perempuan maka hendaknya hubungamdsgbuah keluarga di jaga
keharmonisannya, baik antara orang tua dengan amalpun sebaliknya, selain itu
hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masisgnaagar tidak terjadi
perselisihan.

2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan penkawidan mempunyai kepentingan
di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturarasatyang berlaku dalam hukum
agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan ntenyatulengan baik, agar dapat
membuat perkawinan yang suci tersebut dapat dijalengan sempurna tanpa adanya
merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pedaksgya.

3. Hendaknya di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1@9&4katentuan yang mengatur
secara tekstual mengenai keberadaan wali hakirmdadanikahan, karena secara faktual
dalam penerapannya wali nikah menjadi syarat sédndpelaksanaan ijab akad nikah

dalam pelaksanaan perkawinan.
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